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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 

7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan 

wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. 

Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, 

Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun 

sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan 

ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Waalaikum Salam Wr. Wb. 

 

 

 

Sidoarjo, 22 Februari 2024 

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
 
 
 
 

MAKHMUD, SH., MM 
Pembina Tingkat I  
NIP 196908081987121001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 3 (tiga) 

sasaran strategis  dan 6 (enam) indikator kinerja. 

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga).indikator; 

2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 indikator; 

3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) indikator; 

4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator 

Guna mewujudkan Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo “ASN 

yang Profesional Berbasis Sistem Merit”, dilakukan dengan sasaran strategis sebagai 

berikut: 

No Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

Kategori 

1 Meningkatnya tata 

kelola 

kepegawaian 

berdasar sistem 

merit 

Nilai Sistem 

Merit 

314,5 320,5 101 Sangat 

Berhasil 

2 Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju 

terwujudnya ASN 

yang profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi 

(dalam Indeks 

Profesionalitas 

ASN) 

37,5 31,65 84,13% Cukup 

3 Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

perangkat daerah  

Nilai SAKIP 81,80 85,45 104 Sangat 

Berhasil 

Nilai RB 36,3 - - - 

Nilai IPP A 

(4,51) 

A (4,13) 91,57% Berhasil 

Nilai SKM 91,30 

(Sangat 

baik) 

93,91 

(Sangat 

baik) 

102 Sangat 

Berhasil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kedudukan 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan 

Daerah tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan. 

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut 

menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan,  

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan  pelatihan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan   pelatihan; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan  pemerintahan 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan  tugasnya. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi.  Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan 

bidang teknis. Adapun susunan organisasi beserta gambaran pola kinerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1.1 

 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 54 Orang. 

ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan 

fungsional. Berikut data ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun  

Gambar 1.1 

Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
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POHON KINERJA BKD KAB. SIDOARJO TAHUN 2024 

(sesuai E Kinerja 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 

 

Sumber : Aplikasi E Kinerja 
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TUJUAN 

Indek Profesionalitas ASN 

Meningkatnya kompetensi ASN menuju 

terwujudnya ASN yang profesional 

ASN yang Profesional Berbasis Sistem Merit 

 

INDIKATOR 

Meningkatnya tata kelola kepegawaian 

berdasar sistem merit 

 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

pemerintahan 

 

Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks 

Profesionalitas ASN) 
Nilai Sistem Merit 

 

Nilai SAKIP, Nilai iPP. Nilai SKM 

SASARAN 

INDIKATOR 

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

PROGRAM 

SASARAN 

PROGRAM  Rekrutmen yang tepat menyasar kebutuhan 

 Penempatan ASN sesuai kualifikasi dan 

kompetensi 

 Meningkatnya Kinerja ASN 

 Meningkatnya motivasi dan keterikatan 

pegawai 

Meningkatnya kompetensi ASN Meningkatnya kompetensi ASN 

Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN 

Mutasi dan Promosi ASN 

Pengembangan Kompetensi ASN 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

Pengembangan Kompetensi Teknis 

Sertifikasi, Kelembagaan, 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan DaerahPenyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KEGIATAN 
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PETA PROSES BISNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR  : 188/570/438.6.4/2023 
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Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 61 

Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan 

jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 2023. 

Tabel 1.1 

Data ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

 

No. Jenis Jabatan Jumlah 

1 Kepala 1 

2 Administrator 4 

3 Pengawas 2 

4 Pelaksana 34 

5 Jabatan Fungsional  20 

 TOTAL 61 

Sumber : Data Kepegawaian Umpeg BKD 

 

B. Aspek Strategis Organisasi 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan 

yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan 

tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi 

penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data 

kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah 

pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan 

akar masalah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Tabel 1.2 

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah 

 

No 
Permasalahan 

Pokok 
Permasalahan Akar Permasalahan 

1 Pengukuran dan  

Penilaian 

Kinerja ASN 

Efektifitas 

sistem/mekanisme 

pengukuran/penilaian 

kinerja ASN di tiap 

OPD dirasakan belum 

optimal, 

1. Penilaian kinerja pegawai ASN di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo masih belum bisa diukur 

berdasarkan kompetensi serta Evaluasi 

kinerja ASN belum sepenuhnya 

berlandaskan pada penilaian kinerja  

berbasis merit sistem. 

2. Sebagian masih menganggap input 



7 

 

No 
Permasalahan 

Pokok 
Permasalahan Akar Permasalahan 

aktivitas kinerja pada aplikasi hanya 

bersifat rutinitas yang belum                 

dapat menggambarkan secara utuh dan 

nyata kinerja ASN 

2 Ketersediaan 

Tenaga 

Administrasi 

Kepegawaian 

dan IT di OPD 

Kurangnya tenaga 

pengelolan 

kepegawaian dan IT 

masih terjadi di 

sebagian OPD 

1. Belum optimalnya pengelolaan 

administrasi kepegawaian di masing- 

masing OPD, 

2. Masih banyak ASN yang belum maksimal 

menggunakan konsep digitalisasi. Hal ini 

dikarenakan faktor usia dan pemahaman 

pada sistem aplikasinya. 

3 Peningkatan 

Integritas dan 

Profesionalisme 

ASN 

Belum optimalnya 

peningkatan 

profesionalisme 

kompetensi pegawai 

berdasarkan merit 

sistem; 

Rendahnya profesionalitas, kompetensi dan 

tingkat pendidikan, kualitas, kinerja, dan 

integritas ASN 

4 Peningkatan 

Kompetensi 

ASN 

Terbatasnya 

kompetensi ASN 

terkait pelayanan 

publik 

1. Belum semua jabatan memiliki Standart 

Kompetensi terutama di jabatan 

pelaksana 

2. Pemberian kesempatan pengembangan 

kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja 

belum sepenuhnya diberlakukan 

3. Belum sepenuhnya dilaksanakannya 

peningkatan kompetensi atas potensi ASN 

secara terpadu dan berkelanjutan yang 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan 

evaluasi hasi kediklatan yang lebih terukur 

Sumber : Dok. Renstra 2021-2026 

 

Dari pemetaan permasalahan yang dikemukakan di atas Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Penguatan komitmen ASN dan Pengembangan kualitas ASN secara merit 

system serta berkelanjutan. 

2. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN 

Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan 

yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan 

profesionalisme pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Tantangan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan 

dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta 
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motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja 

dan produktifitas yang diharapkan. 

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN 

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendesak untuk dilaksanakan agar tetap 

mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang 

terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta 

peraturan lainnya.  

4. Optimalisasi luasan cakupan pelayanan bidang manajemen sumber daya 

aparatur guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). 

5. Pengembangan sistem pola karir dan kompetensi pegawai ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo 

yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam 

dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut 

termuat misi yang harus dilaksanakan untuk’ mewujudkan visi. Misi yang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah 

menunjang misi ke-1 yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, 

Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Publik dan Kemudahan Berusaha”. 

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi 

Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran 

merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan 

memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan 

dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2021 – 2026, sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 – 2026 

NO 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR  

 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

`1 Mewujudkan 

ASN yang 

Profesional 

Berbasis 

Sistem 

Merit" 

 Indek 

Profesionalitas 

ASN 

79,3

9 

80 81 81 82 82 

Meningkatnya tata 

kelola kepegawaian 

berdasar sistem merit 

Nilai Sistem Merit 297,5 300 314,5 314,5 315 315 

Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju terwujudnya 

ASN yang profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi (dalam 

Indeks 

Profesionalitas ASN) 

37 25 37,5 37,10 38 38,5 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

pemerintahan 

Nilai SAKIP A 

(80,92) 

A 

(81,76) 

A 

(81,80) 

A 

(81,85) 

A 

(82,00) 

A 

(82,850 

Nilai RB 

(Reformasi 

Birokrasi) 

36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 
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Nilai IPP 

(Indeks pelayanan 

Publik) 

A 

(4,51) 

A 

(4,51) 

A 

(4,51) 

A 

(4,51) 

A 

(4,51) 

A 

(4,51) 

Nilai SKM (Survey 

kepuasan 

Masyarakat) 

N/A N/A 91,83 

(Sangat 

baik 

91,80 

(Sangat 

baik) 

92,30 

(Sangat 

baik) 

92,80 

(Sangat 

baik) 

Sumber : Dok. Renstra 2021-2026 

 

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2023 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 

maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. 

Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan 

target kinerja. 

Tabel 2. 2 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya tata kelola 

kepegawaian berdasar sistem 

merit 

Nilai Sistem Merit  314,5 

2. Meningkatnya kompetensi ASN 

menuju terwujudnya ASN yang 

profesional 

Nilai Dimensi Kompetensi 

(dalam Indeks Profesionalitas 

ASN) 

37,5 

3 Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan 

perangkat daerah  

Nilai SAKIP 81,80 

Nilai RB 36,3 

Nilai IPP A (4,51) 

Nilai SKM 91,30 (Sangat baik)  
Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 

 

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023 

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 15.076.486.388, 

Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, 

maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan refocusing hingga menjadi 

sebesar Rp. 15.231.116.399 dengan rincian sebagaimana tabel 2.3. berikut. 

Tabel 2.3 

Rincian anggaran perubahan tahun 2023 

No Program Anggaran Perubahan (Rp) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Rp 11.378.708.527,- 

2 Program Kepegawaian Daerah Rp  2.284.384.680,- 
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3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 1.568.023.192,- 

 Jumlah Rp 15.231.116.399,- 

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan 

manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin 

adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan 

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang 

direncanakan (performance plan) dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (performance 

result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh 

indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 

2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab 

terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

 

A. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator 

kinerja sasaran dan program serta didukung dengan data-data yang relevan untuk 

mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target 

Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran 

strategis instansi.  

Adapun capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2023 sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 
Tahun 

2023 

Realisasi 
Tahun 

2023 

Capaian 
Tahun 

2023 

(%) 

Target 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target 

Renstra 

2026  

(%) 

1 Meningkatnya tata 

kelola kepegawaian 

berdasar sistem 

merit 

Nilai Sistem 

Merit 

314,5 320,5 101 315 101 
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2 Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju terwujudnya 

ASN yang 

profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi 

(dalam Indeks 

Profesionalitas 

ASN) 

37,5 31,65 84,13 38,5 82,20 

3 Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

perangkat daerah  

Nilai SAKIP 81,80 85,45 104 82,85 103 

Nilai RB 36,3 0 0 36,3 0 

Nilai IPP A 

(4,51) 

A (4,13) 91,57 A (4,51) 91,57 

Nilai SKM 91,30 

(Sangat 

baik) 

93,91 

(Sangat 

baik) 

102 92,80 

 
 

101 

Capaian rata-rata 99,15   

  Capaian rata-rata semua indikator 99,50   

Sumber : Hasil Olah data 

 

Berdasarkan tabel diatas, Pengukuran kinerja berdasarkan perbandingan target 

kinerja dan realisasi dapat dijelaskan bahwa untuk capaian kinerja sasaran tahun 2023, 

1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit” 

memperoleh capaian kinerja diatas 100% (101%) dengan kategori Sangat berhasil, 2 

(dua) Sasaran memperoleh capaian kinerja dibawah 100%, yaitu Sasaran 

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah”  dengan 

capaian kinerja 84,13% kategori berhasil dan Sasaran “Meningkatnya kompetensi ASN 

menuju terwujudnya ASN yang profesional” dengan capaian kinerja 84,13% kategori 

Cukup. Apabila diambil nilai rata-rata capaian kinerja semua Sasaran memperolrh nilai 

99,50% dengan kategori Berhasil. 

Sedangkan apabila dilihat dari hasil pengukuran realisasi terhadap 6 (enam)  

indicator, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga).indikator; 

2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 indikator; 

3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) indikator; 

4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator. 

Guna lebih detail penjelasan berkaitan dengan capain kinerja indikator Sasaran 

disampaiakn sebagai berikut :  

1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit 

a) IK 1 : Nilai Sistem Merit  
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Target 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 2023 

Capaian 

Tahun 2023 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap Target 

Renstra 2026  

(%) 

314,5 320,5 101 315 101 

 

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai Sistem Merit tahun 2023 dengan realisasi 

320,5 dari target 314,5 dengan persentase sebesar 101%.  Jika dibandingkan 

dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 315, maka 

pada tahun 2023 sudah tercapai nilai Sistem Merit, dengan persentase capaian 

sebesar 101%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat sebagaimana 

table berikut : 

Tabel 3. 2 

Tren Realisasi dari Nilai Sistem Merit Tahun 2021 – 2023 

 

Tahun 2021 2022 2023 

Target - 300 314,5 

Realisasi 297,5 314,5 320,5 

Capaian - 104 101 

Sumber : Hasil Olah data 

 

Grafik 3. 1 

Tren Realisasi dari Nilai Sistem Merit Tahun 2021 – 2023 
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Demikian hal nya jika dibandingkan dengan capaian sistem merit pada tingkat 

kementerian/lembaga serta instansi sejenis yang berkaitan dengan urusan 

kepegawaian dapat disampaikan pada tabel berikut 

Kementerian/Lembaga Instansi Sejenis BKD Kab. 

Sidoarjo 

Kementerian PAN-RB 

366,5 

Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur 

353 

320,5 

Sumber : Keputusan KASN 

Nomor : 258/KEP 
KASN/C/XI/2023, Tentang 

Penetapan Kategori, 

Penilaian, dan Indeks 

Penerapan Sistem Merit 

Dalam Manajemen ASN di 

lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo 

 

Kementerian Dalam Negeri 

375 

Pemerintah Kota 

Tangerang 

366 

(Peraih nilai merit 

tertinggi kategori 

Kabupaten/Kota) 

BKN 

339 

Sumber : Sistem Merit Dalam Angka Tahun 2023 – Kelompok KerjaPengawasan Bidang 

Penerapan Sistem Merit Wilayah I KASN 

 

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit 

kinerja yang diharapkan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 

penerapan system merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

antara lain: 

a. Penguatan internal, segala proses administrasi kepegawaian dilakukan sesuai 

SOP dan terdokumentasikan sesuai ketentuan sebagai bukti dukung dalam input 

aplikasi SIPINTER 

b. Implementasi pola karier pegawai, diawali dengan pengesahan perbup Pola 

Karier sebagai dasar regulasi untuk proses rotasi, mutasi, dan pengembangan 

karier pegawai 

c. Pembenahan aplikasi talent pool 

 

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang 

profesional 

a) IK 1 : Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN) 

Target 

Tahun 

Realiasasi 

Tahun 2023 

Capaian 

Tahun 2023 

Target Renstra 

(2026) 
Capaian Terhadap 

Target Renstra 
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2023 (%) 2026  (%) 

37,5 31,65 84,13% 38,5 82,20 

 

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks 

Profesionalitas ASN) tahun 2023 dengan realisasi 31,65 dari target 37,5 atau 

sebesar sebesar 84,13%.  Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode 

Renstra tahun 2026 sebesar 38,5 , maka pada tahun 2023 belum tercapai nilai 

Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN) dengan 

persentase capaian sebesar 82,20%.  

Sedangkan bila dibandingkan dengan capian tahun sebelumnya (2022) terlihat 

mengalami penurunan, namun hal ini disebabkan dilakukannya penyesuaian 

(penurunan) target kinerja tahun 2022 pada target angka 25 dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Metode Pengukuran Nilai IP ASN 

Dilandasi oleh surat BKN Nomor : 810/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 

Januari 2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021. 

Pengukuran IP ASN Tahun 2021 dilakukan dengan aplikasi online pada 

alamat website https://ip-jasn.bkn.go.id. Mekanisme penginputan tiap unsur 

instrumen pengukuran dilakukan melalui updating pada aplikasi Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK (import data). Proses input dan 

integrasi data SAPK BKN dan IP ASN tidak sepenuhya mengakomodir data 

kediklatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

b. Rekapitulasi Data Kediklatan 

Pengumpulan dan rekapitulasi data kediklatan ASN belum dapat dilakukan 

secara optimal terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo, terutama yang dilaksanakan secara mandiri. Tidak seluruhnya 

ASN yang melaksanakan diklat secara mandiri melaporkan kegiatan dan 

hasilnya ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak 

terakomodir dalam pengukuran nilai kompetensi 

c. Rasionalisasi dan refocusing Anggaran 

Pemulihan sektor ekonomi pasca pandemic covid menuntut rasonalisasi 

anggaran pembangunan ke arah skala prioritas, terutama setor ekonomi 
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kemasyarakatan. Hal tersebut juga berimplikasi pada fasilitasi kediklatan 

kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

Selanjutnya pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian data guna pengukuran 

nilai kompetensi melalui SIASN, dengan melakukan entri dan penambahan data 

pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini berimplikasi positif pada nilai 

kompetensi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Peningkatan nilai kompetensi 

menjadi pengungkit nilia IP ASN. Bersamaan dengan hal tersebut, melalui 

mekanisme Perubahan Renstra 2021-2026 yang dilaksanakan pada tahun 2022, 

target kinerja nilai kompetensi pada tahun 2023 disesuaikan dan ditetapkan 

sebesar 37,5. 

Berikut disampaikan trend realisasi dan capaian kinerja nilai kompetensi 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3. 3 

Tren Realisasi dari Nilai Dimensi Kompetensi Tahun 2021 – 2023 

Tahun 2021 2022 2023 

Target - 25 37,5 

Realisasi 37.32 26.67 31,65 

Capaian - 106,68 84,13% 

Sumber : Hasil Olah data 

 

Grafik 3.2 

Tren Realisasi dari Nilai Dimensi Kompetensi Tahun 2021 – 2023 
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Demikian hal nya jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga serta 

instansi sejenis, dalam hal ini dibandingkan dengan Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) sebesar 31,55, maka realisasi kinerja tahun 2023 terpaut 0,1 & lebih 

bessar dengan capaian kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan 

Indikator Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN). 

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat 

pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki 

kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Pada dimensi kompetensi 

diukur dari 4 kualifikasi yaitu Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat 

Teknis ( Pelatihan 20 JP dalam 1 tahun ), 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, capaian indikator Nilai Dimensi 

Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN) adalah sebesar 84,13%. Untuk 

mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja 

yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu: 

1. Penambahan Data Pengembangan Kompetensi pada aplikasi SIASN. 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan nilai dimaksud 

adalah kelengkapan data individu pada aplikasi SIASN, bahwa penilaian IP 

ASN dilakukan terhadap data SIASN dan isian data pada SIASN telah 

dilakukan penambahan data pengembangan kompetensi. 

2. Penyelenggaraan Webinar ASN AKSI (Aktif Sharing Ilmu) 

Webinar ASN Aksi adalah kegiatan proses pembelajaran yang terstruktur 

dengan narasumber dan peserta di lokasi terpisah dengan sistem daring 

(dalam jejaring) dengan waktu yang ditentukan. Webinar ASN Aksi 

diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi bagi setiap 

PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir 

serta harus dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 

(satu) tahun. Kegiatan Webinar ASN AKSI tahun 2023 dilaksanakan tiap 

tribulan 1 (satu) kali. 

3. Digitalisasi Perekaman Data Pengembangan Kompetensi 

Optimalisasi Pemanfaatan berbagai fitur pada laman Google untuk 

melakukan perekaman dan pencatatan kegiatan pengembangan kompetensi 

bagi tiap ASN. Gabungan pemanfaatan fitur google ini dinamakan SRIKAT 
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BANGKOM (Sistem Informasi Sertifikat Pengembangan Kompetensi 

Pegawai).  

Aplikasi SRIKAT BANGKOM ini akan memudahkan bagi tiap ASN untuk 

melakukan pencatatan dan perekaman kegiatan pengembangan kompetensi 

yang dilaksanakannya serta kemudahan bagi BKD dalam melakukan 

rekapitulasi data pengembangan kompetensi seluruh ASN yang secara 

akumulatif digunakan untuk penilaian nilai kompetensi pada pengukuran IP 

ASN. 

 

Dari upaya - upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala 

dan hambatan dalam pencapaian terget kinerja Kendala dan hambatan dalam 

pencapaian dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Tidak semua ASN memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan 

kompetensinya. Keterlibatan ASN dalam kegiatan pelatihan dan 

pengembangan sering kali rendah, 

2. Kurangnya pemahaman tentang manfaat pengembangan kompetensi untuk 

perkembangan karir dan peningkatan kinerja. 

3. Masih terdapat inisiatif ASN yang rendah untuk melaporkan dan perekaman 

data kegiatan pengembangan kompetensi yang menyebabkan pendataan dan 

rekapitulasi data kompetensi ASN masih belum secara optimal  

mengakomodir pelaksanaan peningkatan kompetensi secara mandiri 

 

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya upaya 

dan langkah alternatif tindak lanjut untuk menjadi solusi dalam pencapaian 

target kinerja. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis 

capaian kinerja. 

1. Optimalisasi penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya 

pengembangan kompetensi dan manfaatnya untuk perkembangan karir  

2. Sinkronisasi dengan aspek kinerja, mendorong tiap ASN untuk memasang 

indikator peningkatan kompetensi direncana kinerja (E-Kinerja)   

3. Fasilitasi diklat teknis dan Fasilitasi diklat penunjang ( seminar / workshop / 

magang / kursus / sejenisnya ) 
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3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat 

daerah 

a) IK 1 : Nilai SAKIP 

Target 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2023 

Capaian 

Tahun 2023 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian Terhadap 

Target Renstra 

2026  (%) 

81,80 85,45 104 82,85 103 

 

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2023 dengan realisasi 85,45 dari 

target 81,80 dengan persentase sebesar 104%.  Jika dibandingkan dengan target 

pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 82,85 maka pada tahun 2023 

sudah tercapai/dengan nilai SAKIP tahun 2023, dengan persentase capaian sebesar 

103%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah 

mengalami peningkatan atau tren meningkat  sebagaimana table berikut  

Tabel 3. 4 
Tren Realisasi dari Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023 

 

Tahun 2021 2022 2023 

Target - 80,92 81,80 

Realisasi 80,92 81,76 85,45 

Capaian - 101 104 

Sumber : Hasil Olah data 

Grafik 3.3 

Tren Realisasi dari Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023 
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b) IK 2 : Nilai RB 

Target 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 2023 

Capaian Tahun 

2023 (%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target Renstra 

2026  (%) 

36,3 - - 36,3 - 

 

Penilaian RB Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian karena adanya kebijakan 

baru dari KemenPAN RB No 3 Tahun 2023 dan KemenPAN RB No 9 Tahun 

2023 bahwa Nilai RB menggunakan hasil penilaian tahun 2022 dikarenakan 

pada tahun 2023 penilaian RB dilaksanakan pada lingkup Pemerintah 

Kabupaten, tidak pada OPD serta tidak mengakomodir penilaian mandiri 

pelaksanaan RB (PMPRB) 

c) IK 3 : Nilai IPP 

Target 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 2023 

Capaian 

Tahun 2023 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target Renstra 

2026  (%) 

A (4,51) A (4,13) 91,57% A (4,51) 91,57% 

 

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai IPP tahun 2023 dengan realisasi A (4,13) 

dari target A (4,51) dengan persentase sebesar 91,57%.  Jika dibandingkan 

dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target A (4,51)  

maka pada tahun 2023 belum tercapai/ nilai IPP tahun 2023, dengan persentase 

capaian sebesar 91,57%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya telah mengalami peningkatan sebagaimana table berikut  

Tabel 3. 5 

Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023 

Tahun 2021 2022 2023 

Target A (4,51) A (4,51) A (4,51) 

Realisasi A (4,16) B (3,89)  A (4,13) 

Capaian 92,23% 84% 91,57% 

Sumber : Hasil Olah data 

 



22 

 

Grafik 3.4 

Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023 

 

d) IK 4 : Nilai SKM 

Target Tahun 

2023 

Realiasasi 

Tahun 2023 

Capaian 

Tahun 2023 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target Renstra 

2026  (%) 

91,30  

(Sangat baik) 

93,91  

(Sangat baik) 

102 92,80 

(Sangat baik) 

101 

 

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SKM  tahun 2023 dengan realisasi 93,91  

dari target 91,30  dengan persentase sebesar 102 %.  Jika dibandingkan dengan 

target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 92,80 maka pada 

tahun 2023 sudah tercapai/nilai 93,91, dengan persentase capaian sebesar 101%. 

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami 

peningkatan atau tren meningkat sebagaimana table berikut : 

Tabel 3. 6 

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023 

 

Tahun 2021 2022 2023 

Target - 93,29 91,30 

Realisasi 93,29 91,30 93,91 

Capaian - 97,86 102 

Sumber : Hasil Olah data 
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Grafik 3.5 

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023 

 

 

B. Realisasi Kinerja Anggaran   

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran; 

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait 

pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga 

(K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula 

sebagai berikut: 

Tingkat 
Efisiensi 

= 
( Pagu Anggaran x Capaian Kinerja ) - Realisasi Anggaran 

x 100% 
Pagu Anggaran x Capaian Kinerja 

 

 

Target

Realisasi
89

90

91

92

93

94

2021
2022

2023

93,29 

91,3 

93,29 

91,3 

93,91 

Target

Realisasi



24 

 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi 

anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja 

Tabel 3. 7 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

SASARAN INDIKATOR 
Kinerja  Tingkat Efisiensi 

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian 

        a  b   c    (a*b)-c/(a*b)*100% 

Meningkatnya tata 

kelola 

kepegawaian 

berdasar sistem 

merit 

Nilai Sistem 

Merit 
314,50% 320,50% 101,91% 2.284.384.680 1.697.805.600 74,32% 27,07% 

Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju 

terwujudnya ASN 

yang profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi 

(dalam Indeks 

Profesionalitas 

ASN) 

37,50% 31,65% 84,40% 1.568.023.192 1.351.868.174 86,21% -2,15% 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

perangkat daerah  

  
  
  

Nilai SAKIP 81,8 85,45 99,50% 11.378.708.527 10.878.894.309 95,61% 3,91% 

Nilai RB 36,3 0 
Nilai IPP 4,51 4,13 
Nilai SKM 91,3 93,91 

Sumber : Hasil Olah data 
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Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan perangkat daerah  yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap 

indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada 

sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah  

dengan menggunakan rumus : 

 

Pengukuiran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian 

diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut 

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber 

daya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

adalah : 

 Sasaran Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit 

dengan tingkat efisiensi sebesar 27,07% yang disebabkan oleh faktor 

keberhasilan antara lain: 

a. Penguatan internal, segala proses administrasi kepegawaian dilakukan 

sesuai SOP dan terdokumentasikan sesuai ketentuan sebagai bukti 

dukung dalam input aplikasi SIPINTER 

b. Implementasi pola karier pegawai, diawali dengan pengesahan perbup 

Pola Karier sebagai dasar regulasi untuk proses rotasi, mutasi, dan 

pengembangan karier pegawai 

c. Pembenahan aplikasi talent pool 

 Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

perangkat daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 3,91%.yang 

disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain: 

a. Optimalisasi dan penguatan pada tiap-tiap komponen penilaian 

SAKIP dan IPP 
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b. Optimalisasi dan penguatan kualitas layanan kepegawaian melalui 

inovasi sistem layanan yang berpengaruh pada kepuasan pengguna 

layanan sehingga terjadi peningkatan Nilai SKM. 

 Sasaran Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang 

profesional tidak dapat memenuhi tingkat efisiensi. Hal ini disebabkan 

oleh faktor eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi 

perolehan nilai kompetensi pada penilaian IP ASN. Brikut penjelasannya 

sebagai berikut : 

 Nilai dimensi kompetensi yang merupakan indikator sasaran 

Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang 

profesional. Nilai dimensi kompetensi merupakan salah satu 

item/dimensi pada pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai 

Dimensi kompetensi diperoleh dari pemenuhan data kompetensi 

ASN pada aplikasi SIASN. Pada tahapan sektoral, data kompetensi 

diperoleh dari data kediklatan yang diikuti tiap-tiap ASN Kabupaten 

Sidoarjo, yang dilaporkan melalui aplikasi Aplikasi SRIKAT 

BANGKOM maupun secara manual melalui surat resmi ke BKD 

Kab. Sidoarjo.  

Pelaporan kediklatan tiap ASN ini berlaku untuk semua jenis 

kediklatan meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat  Fungsional, 

Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. 

Kendala – kendala yang mempengaruhi pencapaian nilai dimensi 

kompetensi :  

1. Tidak semua ASN memiliki motivasi yang tinggi untuk 

meningkatkan kompetensinya. Keterlibatan ASN dalam kegiatan 

pelatihan dan pengembangan sering kali rendah, 

2. Masih terdapat inisiatif ASN yang rendah untuk melaporkan dan 

perekaman data kegiatan pengembangan kompetensi yang 

menyebabkan pendataan dan rekapitulasi data kompetensi ASN 

masih belum secara optimal  mengakomodir pelaksanaan 

peningkatan kompetensi secara mandiri 

Rincian kendala diatas mempengaruhi ketidaktercapaian target 

kinerja tahun 2023. Capaian kinerja pada asasaran dan indikator ini 

adalah 84,40%. 
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 Pada aspek anggaran pengembangan kompetensi pada BKD 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 terdapat mata anggaran aksi-aksi 

antara lain : 

1. Pengiriman diklat teknis/fungsional 

2. Fasilitasi Webiunar AKSI ASN 

3. Beasiswa ASN 

4. Fasilitasi Diklatsar 

Serapan anggaran pada sasaran ini sebesar 86,21%. Hal tersebut 

menunjukkan penggunaan anggaran yang cukup signifikan untuk 

aksi kegiatan yang tertuang dalam perencanaan kinerja dan anggaran 

kediklatan BKD Kab. Sidoarjo. 

Sedangkan berkaitan dengan sisa anggaran yang tidak terserap, 

sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 sebessar 13,79% 

adalah dari aksi +Pengiriman Diklat Teknis’ (No. 1), mendasari hal 

tersebut besaran penggunaan anggaran ini tergantung pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengirimkan pengajuan 

permintaan kediklatan teknis sesuai tupoksi nya masing-masing. 

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan tidak optimalnya 

capaian kinerja dan realisasi anggaran pengembangan komtensi sesuai 

target yang ditetapkan disebabkan faktor eksternal, yang berpengaruh 

pada tidak terpenuhinya efisiensi. 

 

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian kinerja. 

Tabel 3. 8 

Program yang menunjang keberhasilan ataupun 

 kegagalan pencapaian kinerja 

Sasaran Indikator 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Program 

Anggaran 

Pagu Realisasi 
Capaia

n (%) 

Meningkatnya tata 

kelola 

kepegawaian 

berdasar sistem 

merit 

Nilai Sistem 

Merit  

101 Program 

Kepegawaian 
Daerah 

2.284.384.680 1.697.805.600 74,32 
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Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju 

terwujudnya ASN 

yang profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi 

(dalam Indeks 

Profesionalitas 

ASN) 

84,13% Program 
Pengembangan 

sumber daya 

manusia 

1.568.023.192 

 
1.351.868.174 

 
86,21 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

perangkat daerah  

Nilai SAKIP 104 Program 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/kota 

11.378.708.527 10.878.894.309 95,61 

Nilai RB 0 

Nilai IPP 91,57 

Nilai SKM 102 

Sumber : Hasil Olah data 

 

Dari laporan realisasi anggaran program diatas, terdapat serapan anggaran 

program yang tidak mencapai prosentase capaian maksimal dari target anggaran yang 

ditetapkan, yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan capaian anggaran 74,32%. Hal 

tersebut dikarenakan faktor eksternal yang salah satunya terkait dengan kebijakan 

Pemerintah Pusat, yaitu Rekrutmen/Seleksi CPNS. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 129 Formasi dengan rincian Tenaga Guru sebanyak 

64 dan Tenaga Kesehatan sebanyak 65 formasi PPPK. Dimana total pelamar sebanyak 

433 dan lolos seleksi administrasi sebanyak 249 pelamar. Adapun lokasi seleksi terdiri 

dari 6 (enam) lokasi sesuai dengan pilihan masing-masing, antara lain :  

● AULA UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY SUMENEP 

● HOTEL TAMPIARTO PROBOLINGGO 

● POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 

● KANREG II BKN SURABAYA 

● COVENTION HALL SIMPANG LIMA GUMUL KEDIRI 

● ISLAMIC CENTER MALANG 

Sehingga alokasi anggaran yang semula dipersiapkan untuk pelamar CASN 

(sebagaimana kegiatan yang lalu) dimana proses seleksi administrasi dan tes 

kompetensi yang diadakan di lokasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

untuk ribuan pelamar banyak tidak terserap. 
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3) Realisasi Anggaran 

 

Tabel 3. 9 

Realisasi Anggaran 

Program Pagu Realisasi Capaian (%) 

Program Kepegawaian 

Daerah 

2.284.384.680 1.697.805.600 74,32 

Program 

Pengembangan 

sumber daya manusia 

1.568.023.192 

 

1.351.868.174 

 

86,21 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/kota 

11.378.708.527 10.878.894.309 95,61 

Sumber : Hasil Olah data 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 

untuk tahun 2023 yaitu Sasaran Pertama : Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar 

sistem merit dengan kategori Sangat Berhasil, Sasaran ketiga : Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah dengan kategori Berhasil. Sasaran 

kedua : Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang profesional 

dengan kategori Cukup. Namun begitu masih diperlukan upaya 

perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat 

optimal. 

B. Tindak Lanjut 

Untuk mengatasi kendala yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta 

mengungkit capaian kineja, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan 

beberapa rekomendasi tindak lanjut dan langkah antisipatif dalam mengatasi kendala yang 

berpotensi, antara lain: 

1. Sasaran pertama, Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit 

Berdasarkan Keputusan KASN Nomor : 258/KEP KASN/C/XI/2023, Tentang Penetapan 

Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disampaikan rekomendasi langkah – langkah 

penataan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan system merit 

a. Perencanaan Kebutuhan 

Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data kinerja dan 

disiplin pegawai 

b. Pengadaan,  

c. Pengembangan Karir 

1) Memperbarui SKJ (manajerial, teknis, sosiokultural) sesuai dengan kebijakan 

dan nomenklatur jabatan terbaru; 

2) Melaksanakan pemetaan kompetensi secara menyeluruh dan diperbarui secara 

berkala; 

3) Melakukan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai; 

4) Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk seluruh 

pegawai dan diperbarui secara berkala; 
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5) Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang 5 

(lima) tahun; 

6) Melaksanakan program diklat sesuai dengan analisis kesenjangan kompetensi 

dan kinerja pegawai; 

7) Melakukan evaluasi atas program praktek kerja/magang yang telah dilakukan; 

8) Melakukan program coaching dan mentoring secara menyeluruh dan 

konsisten. 

d. Promosi dan Mutasi 

1) Melaksanakan pola karir pegawai yang disesuaikan dengan manajemen 

talenta dan rencana suksesi; 

2) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengisian JPT secara terbuka serta tata 

cara promosi dan mutasi; 

3) Menggunakan hasil assessment sebagai pertimbangan dalam pengisisan 

Jabatan Administrator dan Pengawas secara konsisten. 

e. Manajemen Kinerja 

1) Melakukan identifikasi pola distribusi kinerja pegawai per UKE II; 

2) Melakukan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan) dengan disertai dialog 

kinerja; 

3) Menyusun strategi yang telah disusun untuk mengatasi permasalahan kinerja 

pegawai. 

f. Penggajian, penghargaan dan disiplin 

1) Merumuskan perhitungan TPP dengan proporsi hasil penilaian kinerja sebagai 

faktor yang utama disamping disiplin kinerja; 

2) Mengintegrasikan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku 

dalam SIMPEG dengan SIASN BKN. 

g. Perlindungan dan Pelayanan 

Memperkaya program perlindungan/bantuan lain (hukum, kesehatan, bencana, 

kecelakaan kerja, dsb) untuk pegawai. 

h. Sistem Informasi 

1) Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan sistem penilaian 

kinerja, penegakan disiplin, dan pembinaan pegawai; 

2) Menerapkan kinerja yang terintegrasi dengan perhitungan TPP dan sistem 

pengembangan karir pegawai; 

3) Menghubungan layanan administrasi kepegawaian dengan sistem dashboard 

pimpinan; 

4) Menggunakan UPTD penilaian kompetensi ASN untuk melakukan 

assessment pada seluruh pegawai secara berkala. 
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2. Sasaran kedua, Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang 

profesional  

1. Optimalisasi penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya 

pengembangan kompetensi dan manfaatnya untuk perkembangan karir  

2. Sinkronisasi dengan aspek kinerja, mendorong tiap ASN untuk memasang 

indikator peningkatan kompetensi direncana kinerja (E-Kinerja)   

3. Fasilitasi diklat teknis dan Fasilitasi diklat penunjang ( seminar / workshop / 

magang / kursus / sejenisnya ) 
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1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (ttd) 
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PERJANJIAN KINERJA 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAKHMUD, SH., MM
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : H. AHMAD MUHDLOR, S.IP
Jabatan : BUPATI SIDOARJO
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Sidoarjo, 17 Januari 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI SIDOARJO KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP
0

Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAKHMUD, SH., MM
196908081987121001

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP MAKHMUD, SH., MM
Pembina Tk.I

196908081987121001
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PERJANJIAN KINERJA 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar
sistem merit Nilai Sistem Merit 314,5

2 Meningkatnya kompetensi ASN menuju
terwujudnya ASN yang profesional

Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks
Profesionalitas ASN) 37,10

No. Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Target

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan perangkat daerah

Nilai RB 36,3

Nilai IPP A (4,51)

Nilai SAKIP 81,85

Nilai SKM 91,80 (Sangat
baik)

JUMLAH ANGGARAN 2024

No. Program Anggaran Keterangan

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 10.589.863.956

2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp. 3.012.128.919

3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp. 2.554.278.031

JUMLAH Rp. 16.156.270.906

Sidoarjo, 17 Januari 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI SIDOARJO KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP
0

Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAKHMUD, SH., MM
196908081987121001

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP MAKHMUD, SH., MM
Pembina Tk.I

196908081987121001
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Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

TAHUN 2024 

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 

serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Daerah 

Fungsi : a. Perumusan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur: 

b. Pelaksanaan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur: 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur: 

d. Pelaksanaan administrasi BKD; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya 

(Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ) 
 

NO 
TUJUAN 

INDIKATOR 

(KINERJA 

UTAMA) 

FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI 

OPERAIONAL SUMBER DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 ASN yang 

Profesional 

Berbasis 

Sistem Merit 

Indek Profesionalitas 

ASN 

Definisi Operasional : 

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi 

terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan 

keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-

tugasnya. 

- Indeks  Profesionalitas   ASN   adalah   ukuran 

statistik yang menggambarkan kualitas ASN 

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, 

- https://siasn.bkn.go.id/ 

 

Kepala Badan 



 
 

 

   kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN 

dalam melaksanakan tugas jabatan 

- Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan 

menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : 

a. Kualifikasi; 

Digunakan untuk mengukur data mengenai 

kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang 

paling tinggi sampai jenjang paling rendah dan 

memiliki bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima 

persen), 

b. Kompetensi; 

Digunakan untuk mengukur data mengenai riwayat 

pengembangan kompetensi yang pernah diikuti 

oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam 

pelaksanaan tugas jabatan dan memiliki bobot 

penilaian sebesar 40% (empat puluh persen 

c. Kinerja; 

Digunakan untuk mengukur data/informasi 

mengenai penilaian kinerja yang dilakukan 

berdasarkan    perencanaan    kinerja    yang 

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja 

  



 
 

 

   pada tingkat individu dan tingkat unit atau 

organisasi dengan memperhatikan target, capaian, 

hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. 

Dimensi ini memiliki bobot penilaian sebesar 30% 

(empat puluh persen 

d. Disiplin. 

Digunakan untuk mengukur data kepegawaian 

lainnya yang memuat hukuman yang pernah 

diterima PNS yang bersifat final dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir dan diperhitungkan, serta 

memiliki bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) 

 

 

 

No. Rentang Nilai / Skor Tingkat Profesionalitas 

1 91 - 100 Sangat Tinggi 

2 81 - 90 Tinggi 

3 71 - 80 Sedang 

4 61 - 70 Rendah 

5 ≤60 Sangat Rendah 

  

 

 

   

   

   

   

   

   



 
 

 
   Formulasi Penghitungan : 

 

 

 

( PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS 

PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA ) 

  



 
 

 

NO SASARAN INDIKATOR 

(KINERJA 

UTAMA) 

FORMULASI PERHITUNGAN/ 

DEFINISI OPERAIONAL 

SUMBER 

DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Meningkatnya tata 

kelola kepegawaian 

berdasar sistem merit 

Nilai Sistem Merit Definisi Operasional : 

- Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai 

standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi 

Pemerintah. 

- Prinsip Sistem Merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, 

asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. 

- Setiap Instansi Pemerintah menyusun Road Map Penerapan 

Sistem Merit, dituangkan dalam dokumen rencana aksi yang 

disertai dengan target capaian (output) dan dampak/hasil atas 

aksi yang direncanakan (outcome) yang terdiri atas aspek: 

- perencanaan kebutuhan; 

- pengadaan; 

- pengembangan karier; 

- promosi dan mutasi; 

- manajemen kinerja; 

https://sipinter.k

asn.go.id/ 

Kepala Badan 



 
 

 

   - penggajian, penghargaan dan disiplin; 

- perlindungan dan pelayanan; dan 

- sistem informasi. 

 

Formulasi Penghitungan 
 

 

 
( PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA ) 

https://sipinter.kasn.go.id/  

2 Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju terwujudnya 

ASN yang profesional 

Nilai Dimensi 

Kompetensi 

(dalam Indeks 

Profesionalitas 

ASN) 

Definisi Operasional : 

- Digunakan untuk mengukur data mengenai riwayat pengembangan 

kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian 

dalam pelaksanaan tugas jabatan dan memiliki bobot penilaian sebesar 

40% (empat puluh persen), 

- Kompetensi     diukur      dari      indikator      riwayat 

pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 

https://sipinter.kasn.go.id/ Kepala Badan 



 
 

 

   yang meliputi: 

a. Diklat Kepemimpinan; 

b. Diklat  Fungsional; 

c. Diklat Teknis; dan 

d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. 

Formulasi Penghitungan : 

a. lnstrumen pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya 

sebagai berikut: 

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki 

jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan 

jabatan yang diduduki; dan 

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang belum 

mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan 

jabatan yang diduduki; 

b. lnstrumen pengukuran pada diklat Fungsional bobot penilaiannya 

sebagai berikut: 

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki 

jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

fungsional sesuai dengan 

jabatan yang diduduki; dan 

  



 
 

 

   (2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan 

fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan 

fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki 

c. lnstrumen pengukuran pada diklat Teknis bobot penilaiannya sebagai 

berikut: 

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki 

jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional 

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 

Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; 

(2) bobot nilar sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang 

belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 JP 

yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; 

(3) bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang 

menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas jabatannya 

dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki 

  



 
 

 

   jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan 

Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 

(satu) tahun terakhir. 

d. lnstrumen pengukuran pada seminar/ workshop/ kursus/ magang/ 

sejenisnya bobot penilaiannya sebagai berikut: 

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki 

jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional 

yang telah mengikuti seminar/workshop/ku rsus/magang/ sejenisnya 

sesuaijabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang 

belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya 

sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

(3) bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang 

menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/ 

workshop/ kursus/ magang/ selenisnya sesuai jabatannya dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki 

jabatan pelaksana yang belum mengikuti 

seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya 

dalam 2 (dua) tahun terakhir 

 

  



 
 

 
   

 ( PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS 

APARATUR SIPIL NEGARA ) 

  

3 Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

pemerintahan 

Nilai SAKIP Definisi Operasional : 

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 

disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 

- Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan 

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada 

Instansi Pemerintah 

Formulasi Penghitungan : 
 

 
 
 
 
 

 

Penilaian SAKIP Kepala Badan 



 
 

 

   PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

  

  Nilai RB 

(Reformasi Birokrasi) 

Definisi Operasional : 

- Misi Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi memiliki beberapa misi sebagai berikut: 

a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik; 

b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata 

laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, 

mind set dan culture set; 

c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; 

d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan 

efisien. 

- Tujuan reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, 

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 

Evaluasi dan 

Penilaian RB 

Kepala Badan 



 
 

 
   (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG 

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025) & (PERATURAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

2020-2024 

  

  Nilai IPP 

(Indeks pelayanan 

Publik) 

Definisi Operasional : 

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara  dan  

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

- Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan  

hukum  lain yang di bentuk untuk kegiatan pelayanan publik. 

- Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau 

unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan instrumen 

yang ditetapkan. 

- Indeks    Pelayanan     Publik     adalah     indeks     yang 

Evaluasi dan 

Penilian IPP 

Kepala Badan 



 
 

 
   digunakan  untuk  mengukur  kinerja  pelayanan  publik di 

lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di 

Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek 

Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem 

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan 

serta Aspek Inovasi. 

Formulasi Penghitungan : 

- Pembobotan 

Bobot penilaian dari setiap aspek dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

ASPEK BOBOT 

KEBIJAKAN PELAYANAN 30% 

PROFESIONALISME SDM   18 % 

SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK   15% 

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  15% 
KONSULTASI DAN PENGADUAN 15% 

 

- Penghitungan Indeks Pelayanan Publik 

1) Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator 

 

 

2) Menentukan Nilai Setiap Aspek 
 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 
   3) Menentukan  Indeks 

 
 

 

 
- Kategori Nilai 

 

 

( PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN  KINERJA  UNIT  PENYELENGGARA  PELAYANAN 
PUBLIK ) 

  

  Nilai SKM (Survey 

kepuasan 

Masyarakat) 

Definisi Operasional 

- Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran 

secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari 

kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka 

ditetapkan dengan 

skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 

Hasil Survey Kepala Badan 



 
 

 
   - Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan 

secara  berkala  setiap  3  (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) 

bulan  (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali 

Formulasi Penghitungan : 

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-

unsur pelayanan  yang  dikaji,  setiap  unsur pelayanan memiliki 

penimbang yang sama Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, 

sebagai berikut:  

 

  
 
 
 
 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan 

digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian 

SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian 

tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut: 

  



 
 

    
  
 
 
 
 
 
( PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI 
KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ) 

  

 
 
 
 

Sidoarjo, 01 Februari 2024 

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
 
 
 
 

MAKHMUD, SH., MM 
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RENCANA AKSI  

PENCAPAIAN KINERJA  

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO  

TAHUN 2023 

Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sidoarjo 



TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 Mewujudkan ASN yang 

Profesional Berbasis Sistem 

Merit"

Indek Profesionalitas ASN 81 - - - 81

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 Meningkatnya tata kelola 

kepegawaian berdasar sistem 

merit

Nilai Sistem Merit 314,5 - - - 314,5

2 Meningkatnya kompetensi ASN 

menuju terwujudnya ASN yang 

profesional

Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks 

Profesionalitas ASN)

37,5 - - - 37,5

SASARAN TAMBAHAN

Nilai SAKIP - - - - 81,8

Nilai RB - - - - 36,3

Nilai IPP - - - - A (4,51)

Nilai SKM - - - - 91,3

TARGET TAHUNANINDIKATORSASARAN STRATEGISNO PENTAHAPAN

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraanpemerintahan 

perangkat daerah

3

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

NO TUJUAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN PENTAHAPAN



TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 PROGRAM KEPEGAWAIAN 

DAERAH

Prosentase pemenuhan kebutuhan 

pegawai
49,5 - - - 49,5

Prosentase pegawai berkinerja minimal 

baik

80 - - - 80

Prosentase penempatan ASN sesuai

kompetensinya
81 - - - 81

Prosentase penempatan ASN sesuai

kompetensinya

100 100 100 100 100

Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen 

kepegawaian)

85 - - - 85

2 PROGRAM PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA

MANUSIA

Prosentase ASN yang mengikuti 

pengembangan

kompetensi 20JP per tahun

50 - - - 50

3 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Tingkat kepuasan aparatur perangkat 

daerah terhadap pelayanan 

kesekretariatan

85 - - - 85

PENTAHAPANNO PROGRAM INDIKATOR TARGET TAHUNAN



KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

1.1
Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN

Prosentase pemenuhan kebutuhan 

pegawai 49,5

- 

356.024.550        

- 

295.668.630            136.571.635      

- 

49,5

- 

Prosentase penempatan ASN sesuai 

kompetensinya
81

- - - 
81

Prosentase penempatan PNS sesuai 

kualifikasi
100 100 100 100 100

1.3
Pengembangan Kompetensi ASN

Prosentase Penilaian Kompetensi Sesuai 

Standar dan Terselesaikan Tepat Waktu
100

- 
113.397.332        

- 
41.134.050              

- 
31.690.000          100 12.940.000          

Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai 75 - - - 75

Tingkat Motivasi Pegawai 80 - - - 80

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

2.1
Pengembangan Kompetensi 

Teknis

Persentase PNS yang Berdayaguna setelah 

Mengikuti Diklat Diukur dari Dampak 

Diklat

85

- 

306.130.716        

- 

245.999.550            

- 

212.715.926        85 107.217.000        

2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional

Prosentase ASN yang Meningkat 

Kompetensinya Setelah Mengikuti Diklat
80

- 

0

- 

208.550.000            

- 

507.050.000        80

- 

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

3.1
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah
Persentase realisasi anggaran PD 85 22,35 2.168.716.318     29,25 3.471.349.294         21,64 2.160.731.608     11,76 1.109.608.567     

3.2
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sangat Baik

- 
154.320.919        

- 
149.829.121            

- 
150.305.308        Sangat Baik 149.723.163        

3.3
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang 

Perkantoran
100 100 269.989.826        100 377.880.226            100 366.880.326        100 467.278.849        

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur
103.995.415        57.203.100              50.250.000          51.712.500          

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

93.799.600          

1.2 Mutasi dan Promosi ASN

398.691.338        102.368.120            185.175.300        

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN



Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET Target Target Target Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Tes PPPK

Seleksi CPNS

Pemeliharaan Soflware Data

Kepegawaian

Pengelolaan/update Data 

kepegawaian

3 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Mutasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrasi, Jabatan 

Pelaksana dan Mutasi ASN 

antar Daerah

4 dokumen 368.325.829           1 dokumen 300.112.629 1 dokumen 15.212.800 1 dokumen 43.092.800 1 dokumen 9.907.600 Seleksi JPT dan JPTP/Seleksi 

terbuka dan pelantikan

Fasilitasi Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan pensiun ASN

Pengelolaan Kenaikan gaji 

berkala

5 Peningkatan Kapasitas 

Kinerja ASN

Jumlah ASN yang Meningkat 

Kapasitasnya
10.460 Orang 90.038.075             - 11.251.525 34.156.550 - 31.690.000 10.460 Orang 12.940.000 Pengelolaan E Kinerja

6 Pengelolaan Assessment 

Center

Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Assessment Center
2 dokumen 109.123.307           - 102.145.807 1 dokumen 6.977.500 - 0 1 dokumen 0 Pemetaan jabatan pelaksana, 

penilaian kompetensi 

113.397.332 41.134.050

7 Pengelolaan Pemberian 

Penghargaan Bagi 

Pegawai

Jumlah ASN yang Diberikan 

Penghargaan

1500 orang 31.458.500             - 7.692.900 - 10.853.100 - 4.250.000 1500 orang 8.662.500 Penghargaan Satya Lencana

Asistensi / Pendampingan 

Pengisian LHKPN
Asistensi / Pendampingan 

Tapera

Pembinaan Ijin Perkawinan

306.130.716 245.999.550 212.715.926 107.217.000 Beasiswa Mahasiswa/Akselerasi 

Talent

Fasilitasi Webinar Series ASN

Pengiriman Diklat Fungsional

Pengiriman Pelatihan Teknis

10 Penyelenggaraan 

Pengembangan

Kompetensi bagi 

Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan

Fungsional, 

Kepemimpinan, dan

Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi 

bagi

Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan

Tinggi, Jabatan Fungsional,

Kepemimpinan, dan Prajabatan

4 laporan 715.600.000           1 laporan 0 1 laporan 208.550.000 1 laporan 507.050.000 1 laporan 0 Fasilitasi Ponyelenggaran

Latsar CPNS

11 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji Dan Tunjangan ASN

60 

orang/bulan

        8.910.405.788 60 

orang/bulan

2.168.716.318 60 

orang/bulan

3.471.349.294 60 

orang/bulan

2.160.731.609 60 

orang/bulan

1.109.608.567 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan 

PNS

12 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Listrik 

/ Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

4 paket 9.992.442                1 paket 2.981.016 1 paket 2.352.201 1 paket 2.336.994 1 paket 2.322.231 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Penyediaan Alat tulis kantor 

(ATK)

Penyediaan bahan kertas dan 

cover

Penyediaan benda pos

Penyediaan bahan-bahan 

komputer

14 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
1 paket 198.000.000           1 paket 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 Penyediaan BBM dan pelumas

15 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

4 paket 6.598.800                1 paket 2.324.000 1 paket 1.650.000 1 paket 1.650.000 1 paket 974.800 Penggandaan (fotokopi), cetak 

map dan cetak spanduk/banner

16 Penyediaan 

Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan

4 paket 8.884.810                1 paket 4.023.030 1 paket 1.565.080 1 paket 1.565.080 1 paket 1.731.620 Penyediaan Bahan Perabot 

Kantor

17 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
4 laporan 19.000.000             1 laporan 4.750.000 1 laporan 4.750.000 1 laporan 4.750.000 1 laporan 4.750.000 Penyediaan konsumsi/jamuan 

Tamu

1 dokumen

13 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

4 paket 13.885.261             1 paket 3.490.2121 paket 3.548.934 1 paket3.788.575 1 paket 3.057.540

9 Pembinaan, 

Pengoordinasian, 

Fasilitasi, Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pelaporan 

Pengembangan

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan, Pengoordinasian, 

Fasilitasi, Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan 

Pengembangan Kompetensi 

4 dokumen 872.063.192           1 dokumen

- 46.350.000 -

1 dokumen 1 dokumen

83.892.000

8 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan

Pembinaan Kedisiplinan

20 orang 231.702.515           - 96.302.515

1 dokumen 142.082.500 -98.578.709 - 87.155.3204 Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN

Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat ASN

2 dokumen 411.708.529           1 dokumen

20 orang 43.050.00046.000.000

39.850.000 1 dokumen 0- 0 - 30.000.000

96.721.635 1 Laporan 45.688.000

2 Pengelolaan Data 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Data Kepegawaian

1 dokumen 69.850.000             

356.024.550 - 265.668.630 -1 Evaluasi Pengadaan ASN 

dan Pengadaan ASN

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Pengadaan ASN

1 Laporan 764.102.815           -

TARGET DAN REALISASI

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
NO SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN TARGET DAN REALISASI AKSI



Perjalanan Dinas Luar 

Daerah/biasa

Perjalanan Dinas Oalarn Daerah

Belanja Tagihan Telepon

Belanja Tagihan Air

Belanja Tagihan Listrik

Belanja Registrasi Zoom

20 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

4 laporan 1.059.529.327        1 laporan 165.233.826 1 laporan 273.132.326 1 laporan 262.132.326 1 laporan 359.030.849 Tambahan Penghasilan 

berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya ASN

21 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

6 unit 56.000.000             - 11.250.000 1 unit 11.250.000 1 unit 13.250.000 4 unit 20.250.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

22 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

11 unit 40.500.000             1 unit 8.000.000 4 unit 10.000.000 - 8.500.000 6 unit 14.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

23 Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan Dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

15 unit 107.000.000           4 unit 61.750.000 4 unit 14.250.000 4 unit 16.750.000 3 unit 14.250.000 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

24 Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit 218.400.000           - 13.650.000 1 unit 204.750.000 0 - 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

25 - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Laporan 

Kinerja OPD Tahun 2022

26 - - - - - - - - - - - - Perubahan Renstra BKD 2021-

2026

27 - - - - - - - - - - - - Penyusunan Renja BKD Tahun 

2024 

28 - - - - - - - - - - - - Penyusunan Monev Kinerja dan 

anggaran 

Sidoarjo,      Pebruari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo

Drs. IMAM MUKRI AFANDY, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196702241988091001

104.748.000 1 laporan 108.248.0001 laporan 104.748.000 1 laporan 

86.954.300

19 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

4 laporan 422.500.000           1 laporan 104.756.000

1 laporan 86.954.300 1 laporan 86.954.298 1 laporan 86.954.30018 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 laporan 347.817.198           1 laporan 



D. PPoohhoonn  KKiinneerrjjaa  yyaanngg  mmeennuunnjjaanngg  ssaassaarraann  kkiinneerrjjaa  22002233    

 

Dokumen ambil di SKP (MindMap) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POHON KINERJA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. MMaattrriikkss  RReennssttrraa//  RReennjjaa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penangg

ung 

Jawab

Program, 

Kegiatan, Sub 

Kegiatan

Indikator 

KinerjaTujuan, 

Sasaran,Program(ou

tcome) dan 

Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian pada 

Tahun Awal 

Perencanaan

Tujuan Sasaran Kode

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Mewujudkan ASN 

yang Profesional

Berbasis Sistem 

Merit"
79,3 80 80 81 81 82 82 82

9

Meningkatnya tata 

kelola kepegawaian 

berdasar sistem merit

Nilai Sistem Merit 297,5 297,5 300 314,5 314,5 315 315 315

Meningkatnya 

kompetensi ASN 

menuju

terwujudnya ASN yang 

profesional

Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan 

pemerintahan
Nilai RB

(Reformasi Birokrasi

Nilai IPP

(Indeks pelayanan 

Publik)

Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik (91,3) Sangat baik (91,8) Sangat baik (92,3) Sangat baik (92,8) Sangat baik (92,8)

2.Prosentase 

penempatan PNS 

sesuai kualifikasi

100 100 708.425.734 100 410.670.124 100 731.043.145 100 768.082.608 100 806.989.295 100 847.858.106 100 847.858.106

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH

77.3

5.03.02 5

4.Prosentase pegawai 

berkinerja minimal baik
90 75 1.116.256.794 80 664.393.115 80 993.029.819 85 1.043.343.253 85 1.096.193.076 90 1.151.708.195 90 1.151.708.195

5.Tingkat motivasi 

pegawai

(sisi manajemen 

kepegawaian)
NA 85

#

#

#

85 1.094.731.412 85 1.429.183.787 85 1.497.065.257 85 1.568.228.832 85 1.642.837.281 85 1.642.837.281

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi 

Kepegawaian

ASN

Evaluasi Pengadaan 

ASN dan Pengadaan

ASN

5.03.02.2.01.11
Pengelolaan Data 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Data Kepegawaian

Doku- men NA 4.374.689 157.897.302 1 69.850.000 1 5.064.249 1 5.317.461 1 5.583.334 1 5.583.334

1. Prosentase 

penempatan ASN 

sesuai 

kompetensinya; 

2.Prosentase 

penempatan

80 80 81 81 82 82 83 83

PNS sesuai kualifikasi

-16-15 -18

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode 

RenstraPerangkat Daerah

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-9 -11 -12 -13-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -19 -20 -21 (22-14 -17-10

Indek Profesionalitas 

ASN
indeks

A (82,85)

Nilai Dimensi 

Kompetensi (dalam 

Indeks Profesionalitas 

ASN)

37 37 37

Nilai SKM (Survey 

kepuasan 

Masyarakat)

Nilai SAKIP A (80,92) A (81,76)

38,5 38,537,5 37,1 38

A (4,51)

A (82,85)

36,3 36,3

A (81,80) A (81,85) A (82)

A (4,51) A (4,51) A (4,51) A (4,51)

48.7

A (4,51) A (4,51)

36,3 36,3 36,334.37 36,3

50.6 1.720.436.550 50.1 1.443.536.574 49.5 3.315.621.514

83 379.838.256 83263.156.233 81 183.979.162

49.2 3.483.612.748 49 3.660.072.713 48.7 3.845.431.828

379.838.25681 327.505.453 82 344.099.038 82 361.529.133

1.Prosentase 

pemenuhan kebutuhan 

pegawai

50.6 3.845.431.828

KEPALA 

BADAN

3.Prosentase 

penempatan ASN 

sesuai kompetensinya

80

5.03.02.2.01

Prosentase 

pemenuhan kebutuhan 

pegawai

% 50.6 50.6 1.720.436.550 50,1 2.091.201.379 48,7 2.195.761.448 48,7 2.195.761.4481.633.570.548 49,5 833.952.815 49,2 1.991.620.361 49

5.03.02.2.02
Mutasi dan Promosi 

ASN
% 971.581.967 1.195.645.584

1 1.986.556.1111.716.061.861 1.475.673.246 1 764.102.8155.03.02.2.01.04

Jumlah Laporan Hasil 

Evaluasi Pengadaan 

ASN

Lapo- ran NA

780.034.358 1.124.727.574 1.180.963.953 1.240.012.150 1.240.012.150

1 2.190.178.1131 2.085.883.917 1 2.190.178.113

MATRIKS RENSTRA BKD TAHUN 2021-2026



100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 

Mutasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Administrasi, 

Jabatan Pelaksana 

dan Mutasi ASN

antar Daerah

Doku-

men

Prosentase Penilaian 

Kompetensi Sesuai 

Standar dan 

Terselesaikan Tepat

Waktu

5.03.02.2.03.01

Peningkatan 

Kapasitas Kinerja 

ASN

Jumlah ASN yang 

Meningkat 

Kapasitasnya

Orang NA 116.976.794 227.545.410 10460 90.038.075 10460 135.415.261 10460 142.186.024 10460 149.295.325 10460 149.295.325

5.03.02.2.03.02
Pengelolaan 

Assessment Center

Jumlah Dokumen 

Pengelolaan 

Assessment Center

Doku- men NA 999.280.000 425.725.776 2 109.123.307 2 1.156.791.510 2 1.214.631.085 2 1.275.362.639 2 1.275.362.639

1.Persentase Tingkat 

Kedisplinan Pegawai;
% 75 75 80 80 85 85

2.Tingkat Motivasi 

Pegawai

Nilai

Penyusunan 

Kebijakan Penilaian

dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

Jumlah ASN yang 

Mendapatkan 

Pembinaan 

Kedisiplinan

Orang

5.03.02.2.04.04

Pengelolaan 

Pemberian 

Penghargaan Bagi 

Pegawai

Jumlah ASN yang 

Diberikan 

Penghargaan

Orang 255.151.933 190.421.080 1500 31.458.500 1500 295.370.256 1500 310.138.769 1500 325.645.707 1500 325.645.707

5.03.02.2.04.07
Pembinaan Disiplin 

ASN

Jumlah ASN yang 

Mendapatkan 

Pembinaan 

Kedisiplinan

Orang 234.793.777 433.045.632 20 231.702.515 20 271.803.146 20 285.393.303 20 299.662.968 20 299.662.968

PROGRAM 

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA 

MANUSIA

5.04.02.2.01
Pengembangan 

Kompetensi Teknis

Persentase PNS yang 

berdayaguna setelah 

mengikuti diklat diukur 

dari Evaluasi Dampak 

Diklat

% 70 24.005.771 70 1.062.169.480 85 872.063.192 85 27.789.680 85 29.179.164 85 30.638.122 85 30.638.122

Pembinaan, 

Pengoordinasian, 

Fasilitasi, 

Pemantauan, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan 

Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

umum, Inti, dan Pilihan 

Bagi Jabatan 

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat 

Daerah

Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

5.04.02.2.02

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional

Prosentase ASN Yang 

Meningkat 

Kompetensinya 

Setelah Mengikuti 

Diklat

% 3.907.922.622 80 2.182.542.592 80 715.600.000 81 4.523.908.925 81 4.750.104.371 82 4.987.609.590 82 4.987.609.590

5.03.02.2.02
Mutasi dan Promosi 

ASN
% 971.581.967 1.195.645.584 780.034.358 1.124.727.574 1.180.963.953 1.240.012.150 1.240.012.150

4 904.150.702

5.03.02.2.02.02
Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN

Jumlah Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat 

ASN

NA

4 820.091.340708.425.734 932.805.877 4 368.325.8295.03.02.2.02.01
Pengelolaan Mutasi 

ASN
Doku- men NA

5.03.02.2.03
Pengembangan 

Kompetensi  ASN
% 100 1.116.256.794

304.636.234

4 861.095.907 4 904.150.702

335.861.4482 319.868.045 2 335.861.448 2263.156.233 262.839.707 2 411.708.529 2

5.03.02.2.04
Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur
489.945.710 623.466.712 263.161.382

100 1.424.657.965 100 1.495.890.863 100 1.495.890.863100 653.271.186 100 199.161.382 100 1.356.817.109

567.173.402 595.532.072 625.308.675 625.308.675

5.04.02

Prosentase ASN yang 

mengikuti pengemb 

kompt 20JP per tahun

%

872.063.192

5.018.247.713 28 5.018.247.713 KEPALA BADAN

5.04.02.2.01.04

Jumlah Dokumen 

Hasil Pembinaan, 

Koordinasi, Fasilitasi, 

Pemantauan, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan 

Pelaksanaan 

Sertifikasi, 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Tenaga Pengembang 

Kompetensi, 

Pengelolaan Sumber 

Belajar, dan Kerja 

Sama

Doku- men

4.334.951.053 25 4.551.698.605 28 4.779.283.536 2822 3.931.928.393 22 4.128.524.812 25

4 30.638.1224 27.789.680 4 29.179.164 4 30.638.12224.005.771 1.062.169.480 4

85 85 85 85 85 85



5.04.02.2.02.07

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi Bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, dan 

Prajabatan

Jumlah Dokumen 

Hasil Pembinaan, 

Koordinasi, Fasilitasi, 

Pemantauan, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan 

Pelaksanaan 

Sertifikasi, 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Tenaga Pengembang 

Kompetensi, 

Pengelolaan Sumber 

Belajar, dan Kerja 

Sama

Lapo- ran 3.907.922.622 2.182.542.592 4 715.600.000 4 4.523.908.925 4 4.750.104.371 4 4.987.609.590 4 4.987.609.590

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, 

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat

Daerah

5.03.01.2.01.07
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Lapo- ran 50.000.000 52.037.900 55.125.000 57.881.250 60.775.312 63.814.078 63.814.078

5.03.01.2.02

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase realisasi 

anggaran PD
% 90,5 9.356.756.869 85 9.467.537.893 85 8.910.405.788 85 10.831.615.670 85 11.373.196.453 85 11.941.856.276 85 11.941.856.276 SEKRETARIS

5.03.01.2.02.01
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/ bulan 9.346.756.869 9.456.200.893 60 8.910.405.788 60 10.831.615.670 60 11.373.196.453 60 11.941.856.276 60 11.941.856.276

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S

emester

an SKPD

5.03.01.2.06
Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Nilai SKM Pelayanan 

Kesekretariatan
Indeks 83 856.636.154 84 864.380.810 85 604.178.511 86 991.663.427 87 1.041.246.599 88 1.093.308.929 88 1.093.308.929 SEKRETARIS

5.03.01.2.06.01

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Paket 9.974.699 14.908.168 4 9.992.442 4 11.546.960 4 12.124.308 4 12.730.524 4 12.730.524

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang

Disediakan

5.03.01.2.06.04
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Paket 198.000.000 178.800.000 1 198.000.000 1 229.209.750 1 240.670.237 1 252.703.749 1 252.703.749

5.03.01.2.06.05

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang

Cetakan dan

Penggandaan yang

Disediakan

Paket 2.286.975 10.620.000 4 6.598.800 4 2.647.459 4 2.779.832 4 2.918.824 4 2.918.824

Jumlah Dokumen 

Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 

yang Disediakan

5.03.01.2.06.07
Penyediaan 

Bahan/Material

Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

Disediakan

Paket 34.254.535 16.475.031 4 8.884.810 4 39.653.906 4 41.636.601 4 43.718.431 4 43.718.431

5.03.01.2.06.08
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Lapo- ran 5.000.000 5.033.750 4 19.000.000 4 5.788.125 4 6.077.531 4 6.381.407 4 6.381.407

Sang at baik 13.670.788.340 Sang at baikX.XX.01

Tingkat kepuasan

aparatur perangkat

daerah terhadap

pelayanan 

kesekretariatan

Kategor i

67.669.400 100 119.345.625 100 125.312.906

15.825.646.352

5.03.01.2.01

Persentase 

Rekomendasi dari 

hasil Evaluasi Kinerja 

yang ditindaklanjuti

% 100 100 108.250.000

14.354.327.757 Sang at baik 15.072.044.145 Sang at baik 15.825.646.352 Sang at baik12.399.808.019 Sang at baik 13.019.798.419

15.631.500 64.220.625 67.431.6565.03.01.2.01.01

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Doku- men 58.250.000

100 131.578.551 100 138.157.479 100 138.157.479100

X.XX.01.2.02.07

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S

em esteran SKPD

Lapo- ran

70.803.239 74.343.401 74.343.401

12.762.815

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

X.XX.01.2.06.03
Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga
Paket

11.576.250 12.155.062 12.762.81510.000.000 11.337.000

3.974.354

X.XX.01.2.06.06

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Doku- men 2.160.000

3.604.856 3.785.099 3.974.3543.114.011 31.421.708 13.885.261

2.625.493 2.756.768 2.756.7683.720.000 2.500.470



5.03.01.2.06.09

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Lapo- ran 601.845.934 603.401.153 4 347.817.196 4 696.711.899 4 731.547.494 4 768.124.869 4 768.124.869

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah SEKRETARIS

5.03.01.2.07.01

Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

472.468.000

Jumlah Paket Mebel 

yang

Disediakan

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang

Disediakan

Pengadaan Gedung

Kantor atau bangunan 

lainnya

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau

Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

5.03.01.2.08.02

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Lapo- ran 303.500.000 240.200.000 4 422.500.000 4 351.339.187 4 368.906.146 4 387.351.454 4 387.351.454

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

5.03.01.2.08.04

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum   

Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Lapo- ran 876.244.100 952.346.758 4 1.059.529.327 4 1.014.362.076 4 1.065.080.180 4 1.118.334.189 4 1.118.334.189

5.03.01.2.09

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Yang Layak Fungsi

Unit 202.042.914 65 890.200.000 65 421.900.000 67 233.889.928 67 245.584.424 68 257.863.645 65 257.863.645 SEKRETARIS

5.03.01.2.09.

1

5.03.01.2.09.02

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 35.000.000 40.500.000 11 40.500.000 11 40.516.875 11 42.542.718 11 44.669.854 11 44.669.854

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan mebel
Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
10.000.000

5.03.01.2.09.06

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

dipelihara

Unit 20.000.000 158.900.000 15 107.000.000 15 23.152.500 15 24.310.125 15 25.525.631 15 25.525.631

5.03.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabili

ta si Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

Unit 96.542.914 218.400.000 1 218.400.000 1 111.760.490 1 117.348.515 1 123.215.941 1 123.215.941

Pemeliharaan/Rehabili

ta si Sarana dan

Prasarana Pendukung

Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya

5.03.01.2.07
Jumlah dan Jenis 

BMD yang diadakan
Unit 696.377.982 4 846.451.789 4 888.774.378 4 888.774.378

5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Paket

17.818.700 4 4 806.144.561 4

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

5.03.01.2.07.06
Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya
Unit

5.0301.2.07.09

Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan

Unit

228.693.692207.431.920 217.803.516 228.693.692179.187.492 12.646.700

5.03.01.2.08

Persentase 

terpenuhinya jasa 

penunjang 

perkantoran

% 1.179.744.100

44.722.490 4.972.000 57.078.48951.771.872 54.360.466 57.078.4895.03.01.2.07.10

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Unit

SEKRETARIS100 1.433.986.326 100 1.505.685.643 100 1.505.685.643

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Unit 30.000.000

100 1.365.701.263

38.288.446 6

100 1.192.546.758 100 1.482.029.327

36.465.187 6 38.288.446

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

81.400.000 6 56.000.000 6 34.728.750 6

26.163.77223.731.312 24.917.878 26.163.77220.500.000 180.000.000X.XX.01.2.09.10

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

Unit
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BUPATI SIDOARJO

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

700/L8279/438.4/2022

Rahasia

Satu berkas

Hasil Evaluasi atas lmplementasi

SAKIP Badan Kepegawaian

Daerah lGbupaten Sidoarjo

Tahun 2022

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. kami telah menugaskan

tim dengan surat tugas nomor : 7OO/ 237 6/438.4/2022 tanggal 27 September 2022

untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan

evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2O2l tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

lnrtansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau

pertanSSungiawaban atar hasil (outcome) terhadap penSgunaan anggaran dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientari hasil (result orientd
gowmrnent) serta memberikan ,aran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu siJtem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban

bagi Pemerintah Republik lndonesia.

Jalan Gubernur Suryo Nomor I Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Telp. (03 l) 8921946,891145

E-mail : bupati(@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Sidoarjo

di

'I 
DOARJO



Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari

0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria

sebagai berikut :

AA

trruar / 7v -
1oo)

A

(Nilai>80-90)

BB

(Nilai>70-80)

B

(Nilai>60-70)

Sangat Memuaskan
,rf^1^1^ .^-----:-- l .-^^-7 cr^i,.__r-r(;rwttJuu \rtrur. \Juuct t,-t t Lttt. ^rucrJd
dikelola dengan sangat memrraskan di seluruh unit keria.

Telah terbentuk pemerintah yang yarrg dinamis, adaptif,

dan efisien (Reform). Pengukuran kineq'a telah dilakukan

sampai ke level individu.

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit

kerja dapat memimpin perubahal dalam mewujudkal
pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran

kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon

4 / Pengawas / Subkoordinator.

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3
unit ke{a, baik itu unit keg'a utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
clel: sq!1 mulai lenxn-rirTdnrra efisiensi l.lFilocnrnaarr

anggaran dalam mencapai kine{a, memiliki sistem

manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi

informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukaa

sampai ke ievei eseion sTkoor<iinaror.

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3
unit ke4'a, khususnya pada unit kerja utama.

Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit
ke.ia serta lrnrnifrnen dalatn rnenaicrncrr lrine#a

Pengukuran kineg'a baru dilaksanakan sampai dengan

level eselon 2/unit ke{a.

2
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CC

(Nilai>50-60)

c
(Nilai>30-50)

D

(Nilai>O-30)

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Narnun

demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit
ke{a.

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.

Belum terimplementasi sistem manajemen kineq'a

sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level

pusat.

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat

diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan

manajemen kine{a sehingga masih perlu banyak

perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar,

khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Badan Kepegawaian Daerah

adalah sebagai berikut :

Komponen nilai IAKIP :

b

d

Pengukuran Kinerja 30 26.93

Evaluasi Akuntabilitas Kinerla

!nterne!

18.13

2020
Komponen yang dinilai

Bobot N ilai

a Perencanaan Kinerja 30 24.21

c, Pelaporan Kinerja 15 12,50

Nilai Hasil Evaluasi ro0 81.76

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A

.,

25



Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan

penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai

berikut :

A. SIMPUTAN HASIL EVALUA'I

l. Perencanaan Kineria

a. Dokumen Rencana StrateSis (Renstra) perubahan Badan Kepegawaian

r-l-L ll-..-..- l-- l:r-r--t.-- )----- tl --..,-iiaeian i a un zvai-zuzb ieian oisi.iiijn oan oitetaPiGn 6en8an KePuiijsan

Kepala BKD nomor : 188/ 841/ 438.6.4/ 2022 tanggal Maret 2O22 yang

terdiri dari Bab I s.d 8 lengkap disertai daftar tabel dan daftar gambar.

PadaTabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan BKD

Kabupaten Sidoarjo memuat lndikator kinerja Tujuan sebanyak I indikator

kinerja dan 3 sasaran dengan indicator kinernya sebanyak 7 indikator.

Reviu berkala tahunan 2022 juga telah dilakukan sesuai dengan SOP reviu

renttra yang teiah ciitetapkan. yang ciituangkan <iaiam berita acara beserta

lampirannya yang menyajikan kondisi sebelum dan sesudah reviu. namun

untuk kelengkapan berupa penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan

reviu belum disajikan.

b. Perjanjian Kinerja JPT Pratama/ Kepala Perangkat Daerah (Eselon ll) hanya

memuat 2 Sasaran atau sekitar 660/o saja dari total sasaran sebanyak 3

Sasaran dengan indikator kinerjanya sebanyak 7 indikator. Seharusnya

perjanjian kinerja mengacu pacia sasaran beserta inciicator kinerjanya

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana

Strategis tahun 2022 sehingga data kinerjanya dapat dinyatakan selaras dan

valid.

c. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian

risiko yang meliputi identifikasi/ risk register atas kesiatan-kegiatan yang

terdapat pada program - program yang ditetapkan dalam dokumen

4

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 81,76 atau predikat "A". Penilaian teLsebut

menunjukkan Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemeintah/unit kerja

dapat memimpin perubahan dalam mantujudkan pemerintahan berorientasi hasil,

karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon

4/Pe nga wa s/Su bkoo rdi n a to n



h. Monitoring atas rencana aksi terhadap pencapaian kinerjanya terutama

bagi pejabat mulai dari eselon 2. 3 dan 4 belum dilakukan secara berkala

(minimal retiap 3 bulan) dipantau kemajuannya yaitu dengan

membandingkan antara tarSet dengan realisasi untuk masing-masing

rencana aksi. sehingga jika ada deviasi segera dilakukan analisis dan

dicarikan alternatif solusinya.

i. Pemanfaatan hasil monitoring atas rencana aksi masih terbatar pada pelaporan

atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selaniutnya, sehingga

belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai bahan pengarahan, perbaikan dan

pengorgarrisarian kegiaiarr yailu arriara iain ;

l. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai)

pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan:

2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk

mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;

3. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk

memberikan otoriiasi dan eksekusi apakah suatu kegiataV sub kegiatan

tetap ciireruskan peiaksanaannya atau ciituncia.

2. Pengukuran Kinerja

a. IKU telah ditetapkan secara formal dan telah disesuaikan dengan perjanjian

kinerja serta telah dilengkapi dengan data kinerja berupa definisi

operasional indicator kinerja utama, formulasi perhitungan, sumber data

dan penanggung jawab yang kompeten atas penyajian data kinerjanya.

b. Dokumen Evaluasi lnternal berkala triwulan ldan ll telah disajikan lengkap

muiai cjari pimpinan Perangkat Daerah (Eseion ii) s.ci ievei sraf atau

individu. Dokumen Evaluasi lnternal juga telah dilengkapi dengan data

berupa sasaran startegis, lindikator Kinerja, target tribulan, realisasi,

capaian. target tahunan dan progress capaian tahunan serta keterangan.

Namun untuk simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian

kiner.ia per individu tiap tribulan beserta rekomendasi atasan dan upaya

tindak lanjut atas rekomendasi belum dibuat sebagai bahan untuk

perbaikan kinerja organisasi ke <iepan.

6



c. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada dan dapat diandalkan. Hal

ini ditunjukkan dengan beberapa kelengkapan sebagai berikut :

l. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang

up to date dan contoh laporan kegiatan OPD sudah dibuat termasuk

juga SOP yanS mengatur mekanisme apabila terdapat kesalahan atas

data kinerja yang disajikan telah dibuat dan ditetapkan.

2. Aoa kemucjahan untuk meneiusuri sumber ciatanya yang vaiici:

3. Kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingani

4. Terdapat penanggungiawab data kinerja yang jelas dan dapat

dipertanggungiawa bka n.

d. IKU telah direviu secara berkala dan masih relevan dengan kondisi saat ini,

namun hasilnya belum menunjukkan pada kondisi yang lebih baik atau sampai

adanya (inovatif).

3. Pelaporan Kinerja

a. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian

kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan capaian kinerja tahun

berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat

diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Namun dengan pembanding

lainnya yaitu capaian ditingkat nasional /RPJMN belum disajikan sebagai

parameter keberhasiian ciitingkat regionail narionai sekaiigus pemicu

kualitas kinerja OPD.

b. lnformasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD

juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan

kegiatan.

c. lnformasi atar tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan

dala secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab

keberhasiian atau pemicu atas pencapaian efisiensinya juga teiah ciisajikan

secara sederhana.

d. Keberhasilan atas efisiensi yang telah dicapai juga telah disajikan secara

komprehensif baik analisa penjelasannya maupun upaya atau inovasi yang

telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.

e. Pelaksanaan reviu atas dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP) belum

dilakukan.

7
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f. Dokumen realisasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian SPlP dan

laporan pelaksanaannya belum disusun dan diformalkan sekaligus belum

dilaporkan kepada Bupati melalui lnspektorat sebagai suatu kewajiban

Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi manaiemen risiko.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal

a. Peiaksanaan evaiuasi internai atas program cian kegiatan suciah ciiiakukan

secara periodik pertriwulan dengan menggunakan teknologi informasi/

aplikasi (e-Monev dan e-Kenda). Berita Acara hasil evaluasi dan

dokumentasi juga telah diupload dan dipublikasikan melalui web OPD.

b. Hasil evaluasi internal pada tiap-tiap tingkatan mulai pejabat eselon Jampai

dengan staf belum mencantumkan simpulan, rekomendasi dan tindak lanjut

atau rencana upaya perbaikan kinerja.

c. Dikarenakan reviu atas iaporan akuntabiiitas kinerja OPD beium cjiiakukan

sehingga menyebabkan pemanfaatan atas hasil evaluari belum optimal, yaitu

meliputi :

l. Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti;

2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut

hasil evaluasi belum dilakukan;

3. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peninSkatan

akuntabiiitas kinerja

4. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan

efisiensi kinerja.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian

risiko dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

<iirekomenciasikan perbaikan sebagai berikut :

l. Perencanaan Kinerja

a. Melengkapi pelaksanaan reviu atas Renstra dengan dokumen

pendukung berupa kelengkapan penjadwalan dan dokumentasi hasil

kegiatan reviu.

8



b. Menyempurnakan Perjanjian Kinerja JPT Pratama/ Kepala Perangkat

Daerah (Eselon ll) dengan melengkapi data kinerja berupa sasaran dengan

indikator kinerjanya lengkap sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

perubahan Rencana Strategis tahun 2022 sehingga data kinerjanya dapat

dinyatakan selaras dan valid.

c. Dalam rangka optimalisasi aktivita5 manajemen risiko maka untuk kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan

untuk dilengkapi dengan tujuan kegiatannya maring-masing sehingga risk

register yang dibuat sesuai atau tepat sasaran dengan tuiuan yang akan

ciicapai.

d. Segera menyusun dokumen identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah tahun

2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan dalam Lembar Kerja Evaluasi

AKIP.

e. Penyempurnaan hasil monitoring atas capaian target (kinerja) jangka

menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yanS disaiikan dalam

dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing

kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap

rekomendasi yang diberikan.

f. Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya

terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut

nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan. perbaikan dan

pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain :

-r- -: l:l--.tll.-- J--^- /--..--\ ..-,-.1-L r clr Ets(-(<ll6€t \roror l r r Er rLor ro arK!r ulrol-llr(or r ucl)dr \oLudr U ur ltur(
(memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatanl

2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk
mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;

2 T:raa+-+rrca+ lzina'i: zlalarn ro^-en: al,ci AiizAil,a^ :lac:n nnr,rlz

memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub
kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

2. Pengu!.-uran Kinerja

a. Memanfaatkan hasil pengukuran/ capaian kinerja sebagai dasar pemberian

reward 6. punishment bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih

optimal.

9



b. Menyempurnakan hasil Evaluasi lnternal yang dilakukan berkala tiap

triwulan dengan simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas

capaian kinerja per individu tiap tribulan beserta rekomendasi atasan dan

upaya tindak lanjut atas rekomendasi sebagai bahan untuk perbaikan

kinerja organisasi ke depan.

c. Melakukan reviu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik

clengan ciisertai acianya perbaikan berupa inovasi ciaiam rangka

peningkatan kinerja OPD.

3. Pelaporan Kinerja

a. Melakukan reviu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi

yang berwenang dalam rangka quality assurance penyajian laporan dan

pertanggungiawaban data kinerja yang valid serta handal.

b. iintuk tahun berikutnya untuk ciiciaiam penyusunan Laporan Kinerja agar

menyajikan informasi pembanding capaian kinerja ,/ outcome dengan

capaian ditingkat nasional /RPJMN dan instansi yang sejenis sepanjang data

kinerjanya selaras.

c. Tetap mempertahankan kineria yang telah mencapai target dan senantiasa

intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran

sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

d. Segera menyusun dan melaporkan dokumen realisasi pelaksanaan rencana

tindak pengendalian SPIP dan laporan pelaksanaannya untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Bupati melalui lnspektorat sebagai suatu kewajiban

Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi manaiemen risiko.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal

cr. rvltrr rl l6KdrKcll I t(uollro) evaiUdii it taei-nai PaUa illWijian jeianiijii-tya ata j

program dan kegiatan dengan penekanan pada progress capaian langkah-

langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan -

triwulan sebelumnya.

b. Segera dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja OPD jehingga

pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal, yaitu meliputi :

l0



l. Rekomendasi atas hasil-hasil erraluasi belum sepenuhnya

ditindaklanjuti

2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak laniut

hasil evaluasi belum dilakukan

3. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja

4. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan

efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sirtem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan

pengendalian risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai

upaya Saudara beserta reluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Badan

Kepegawaian Daerah lGbupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi - rekomendasi

tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris

Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SIDOARJO

Tembusan :

Yth. l. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di Jakarta

2. Gubernur Jawa Timur
Up. lnspektur Provinsi Jawa Timur
di Sidoarjo

s.lP
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No.  Rekomendasi LHE Tahun 2022 Rencana Aksi Tindak Lanjut Target Waktu Pelaksanaan
Status Progres 

Penyelesaian

Bukti Dukung (Link 

Google Drive)

I PERENCANAAN KINERJA

a Melengkapi pelaksanaan reviu atas 

Renstra dengan dokumen

pendukung berupa kelengkapan 

penjadwalan dan dokumentasi hasil

kegiatan reviu.

Melaksanakan reviu Renstra dan IKU 

secara berkala

1 Dokumen Reviu 

Renstra

Semester I dan 

Semester 2

Telah terlaksana Reviu 

Renstra Semester 1 (22 

Pebruari 2022) 

https://drive.google.c

om/file/d/1yfajgEDs0

uWqZedabu6AOkvuv

FYyrM6L/view?usp=

sharing

1 Dokumen PK 

Perubahan Plt Kepala 

BKD Tahun 2022

OktoberTahun 2022 Sudah tersusun PK 

Perubahan Plt Kepala 

BKD Tahun 2022

https://drive.google.c

om/file/d/1XQjPW8E

MtjF68Z6k02O-

TEqiywOuBQ63/vie

w?usp=sharing

1 Dokumen PK Plt 

Kepala BKD Tahun 

2023

Pebruari 2923 Sudah tersusun PK Plt 

Kepala BKD Tahun 

2023

https://drive.google.c

om/file/d/1C5l75pgF

uq-

FXtZmSiVtoKaSlmL

LY5vS/view?usp=sha

ring

d Segera menyusun dokumen identifikasi 

kebutuhan Perangkat Daerah tahun

2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan 

dalam Lembar Kerja Evaluasi

AKIP

Menyusun dokumen identifikasi 

kebutuhan tahun 2024

1 dokumen TW I s.d. TW 2 Sudah tersusun 

dokumen identifikasi 

kebutuhan tahun 2024

https://drive.google.c

om/file/d/1dMwJbcvl

xbQ89FrVp7j1stMa4

W3pToVw/view?usp

=sharing

https://drive.google.c

om/file/d/1bmEuB4nj

WynFk_2Uxz3ZC10

LvEUf6rj3/view?usp

=sharing

RENCANA AKSI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SAKIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2023

c Dalam rangka optimalisasi aktivitas 

manajemen risiko maka untuk kegiatan

yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Rencana Kerja Tahunan untuk dilengkapi 

dengan tujuan kegiatannya maring-masing 

sehingga risk register yang dibuat sesuai 

atau tepat sasaran dengan tuiuan yang akan 

dicapai

Menyusun dokumen SPIP dengan entri 

pada aplikasi Polar.sidoarjokab.go.id

Keterisian data SPIP 

pada aplikasi 

Polar.sidoarjokab.go.i

d 

Triwulan I  Sudah dilaksanakan entri 

data SPIP pada 

Polar.sidoarjokab.go.id 

Menyempurnakan Perjanjian Kinerja 

JPT Pratama/ Kepala Perangkat

Daerah (Eselon ll) dengan melengkapi 

data kinerja berupa sasaran dengan

indikator kinerja sesuai dengan hasil 

Perubahan dan Reviu Renstra 2021-

2026 pada dokumen Perjanjian Kinerja 

Perubahan Plt. Kepala BKD Tahun 

2022 dan Perjanjian Kinerja Plt. Kepala 

BKD Tahun 2023 

Menyempurnakan Perjanjian Kinerja JPT 

Pratama/ Kepala Perangkat

Daerah (Eselon ll) dengan melengkapi 

data kinerja berupa sasaran dengan

indikator kinerjanya lengkap sebagaimana 

telah ditetapkan dalam dokumen 

perubahan Rencana Strategis tahun 2022 

sehingga data kinerjanya dapat

dinyatakan selaras dan valid.

b



e Penyempurnaan hasil monitoring atas 

capaian target (kinerja) jangka

menengah Renstra sampai dengan tahun 

berjalan yang disaiikan dalam dokumen 

LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas 

capaian masing-masing kinerja sebagai 

bahan tindak lanjut perbaikan ke depan 

terhadap rekomendasi yang diberikan

Menyusun laporan kinerja (LAKIP) 

tahun 2022 sesuai rekomendasi 

dimaksud

1 dokumen Triwulan I  Sudah tersusun laporan 

kinerja (LAKIP) tahun 

2022 dengan menyajikan 

rekomendasi dimaksud

https://drive.google.c

om/file/d/13lWGTsfL

HPYJaXMBUx3rUic

eqJ-

SU493/view?usp=sha

ring

f Memanfaatkan hasil monitoring atas 

rencana aksi yang sebelumnya hanya

terbatas pada pelaporan atau dokumentasi 

saja tanpa ada tindak lanjut

nyata ditingkatkan menjadi bahan 

pengarahan. perbaikan dan

pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain 

Melaksanakan pengarahan sesuai 

rekomendasi dimaksud pada rapat 

evaluasi internal setiap triwulan

4 kali kegiatan 

pembahasan evaluasi 

inetrnal

TW 1 - TW 4 Tahun 

2023

Telah dilaksanakan rapat 

pembahasan evaluasi 

internal TW I

https://drive.google.c

om/drive/folders/19_

U2kk6MkulqPozCom

fnw_OQ9ZhBj1Dd?u

sp=sharing

II PENGUKURAN KINERJA

a Memanfaatkan hasil pengukuran/ capaian 

kinerja sebagai dasar pemberian reward &. 

punishment bagi ASN di internal OPD 

secara kontinyu dan lebih optimal.

Melaksanakan implementasi reward & 

punishment pada tiap Triwulan tahun 

2023 dengan mendasari pada penilaian 

kinerja (Rencana Hasil Kerja & 

Rencana Aksi melalui aplikasi E 

Kinerja) dan Penilaian Disiplin (Tertib 

Kehadiran Apel dan Presensi) 

4 kali kegiatan 

seremonial pemberian 

reward dan 4 

dokumen laporan 

reward & punishment 

per triwulan

TW 1 - TW 4 Tahun 

2023

Telah dilaksanakan 

seremonial pemberian 

reward dan tersusun 

dokumen laporan reward 

& punishment per 

triwulan I

https://drive.google.c

om/file/d/1b03zJyC1

ATRbceymuEWsHK

L32D3k6SkP/view?u

sp=sharing

https://drive.google.c

om/file/d/1wIMeuAN

rp4uCSKck8efWRqP

6ZfYcyk0W/view?us

p=sharing

Telah dilaksanakan 

Evaluasi Internal 

Triwulanan

b Menyempurnakan hasil Evaluasi lnternal 

yang dilakukan berkala tiap triwulan 

dengan simpulan baik keberhasilan 

maupun kegagalan atas capaian kinerja per 

individu tiap tribulan beserta rekomendasi 

atasan dan upaya tindak lanjut atas 

rekomendasi sebagai bahan untuk 

perbaikan kinerja organisasi ke depan.

Melaksanakan Evaluasi Internal 

Triwulanan dengan ruang lingkup 

Monev dan pengukuran kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Aksi serta Evaluasi 

IndikatorKinerja Individu tiap PNS 

(IKI) melalui aplikasi E Kinerja

1 dokumen Evaluasi 

Internal

TW 1 - TW 4 Tahun 

2023



III PELAPORAN KINERJA

a Melakukan reviu atas dokumen kinerja 

tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi

yang berwenang dalam rangka quality 

assurance penyajian laporan dan

pertanggungiawaban data kinerja yang 

valid serta handal

Melaksanakan reviu serta menyajikan 

hasil reviu atas dokumen laporan 

kinerja OPD tahun 2022

Pernyataan telah di 

reviu dalam laporan 

kinerja (LAKIP) 

Tahun 2022

Januari s.d maret 

Triwulan I

Telah disajikan data 

Pernyataan telah direviu 

dalam laporan kinerja 

(LAKIP) Tahun 2022 

https://drive.google.co

m/file/d/1ZAO-

0A9TeA3dMvBvA4K3Z3

eQLN0_GtPP/view?usp

=sharing

b Untuk tahun berikutnya untuk didalam 

penyusunan Laporan Kinerja agar

menyajikan informasi pembanding 

capaian kinerja ,/ outcome dengan

capaian ditingkat nasional /RPJMN dan 

instansi yang sejenis sepanjang data

kinerjanya selaras

Menyajikan informasi pembanding 

capaian kinerja ,/ outcome dengan

capaian BKD Propinsi Jawa Timur dan 

skala Nasional dengan KemenPAN RB 

pada laporan kinerja tahun 2022

1 dokumen Januari s.d maret 

Triwulan I
Telah disajikan data  

informasi pembanding 

capaian kinerja ,/ 

outcome dengan

capaian BKD Propinsi 

Jawa Timur dan skala 

Nasional dengan 

KemenPAN RB pada 

laporan kinerja tahun 

2022

https://drive.google.c

om/file/d/106qN-

q5IKCPtB63s_359W

JpMCrVv_OSL/view

?usp=sharing

c Tetap mempertahankan kineria yang telah 

mencapai target dan senantiasa

intens untuk meningkatkan upaya-upaya 

dalam rangka

sekaligus menciptakan inovasi pelayanan 

publik yang lebih berkualitas

Melaksanakan upaya-upaya optimal 

dalam rangka mencapai target kinerja 

serta efisiensi anggaran

Target kinerja 

terpenuhi serta 

efisiensi anggaran 

Tahun anggaran 2023 - -

https://drive.google.c

om/file/d/1wIMeuAN

rp4uCSKck8efWRqP

6ZfYcyk0W/view?us

p=sharing

https://drive.google.c

om/file/d/1yfajgEDs0

uWqZedabu6AOkvuv

FYyrM6L/view?usp=

sharing

Telah terlaksana Reviu 

Renstra Semester 1 (22 

Pebruari 2022) 

Telah dilaksanakan 

Evaluasi Internal 

Triwulanan

b Menyempurnakan hasil Evaluasi lnternal 

yang dilakukan berkala tiap triwulan 

dengan simpulan baik keberhasilan 

maupun kegagalan atas capaian kinerja per 

individu tiap tribulan beserta rekomendasi 

atasan dan upaya tindak lanjut atas 

rekomendasi sebagai bahan untuk 

perbaikan kinerja organisasi ke depan.

Melaksanakan Evaluasi Internal 

Triwulanan dengan ruang lingkup 

Monev dan pengukuran kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Aksi serta Evaluasi 

IndikatorKinerja Individu tiap PNS 

(IKI) melalui aplikasi E Kinerja

1 dokumen Evaluasi 

Internal

TW 1 - TW 4 Tahun 

2023

c Melakukan reviu IKU secara berkala 

sampai pada kondisi yang lebih baik

dengan ciisertai acianya perbaikan berupa 

inovasi ciaiam rangka

peningkatan kinerja OPD

Melaksanakan reviu Renstra dan IKU 

secara berkala

2 kali kegiatan reviu 

sesuai jadwal

Triwulan I dan III

https://drive.google.com/file/d/1ZAO-0A9TeA3dMvBvA4K3Z3eQLN0_GtPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAO-0A9TeA3dMvBvA4K3Z3eQLN0_GtPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAO-0A9TeA3dMvBvA4K3Z3eQLN0_GtPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAO-0A9TeA3dMvBvA4K3Z3eQLN0_GtPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAO-0A9TeA3dMvBvA4K3Z3eQLN0_GtPP/view?usp=sharing


d Segera menyusun dan melaporkan 

dokumen realisasi pelaksanaan rencana

tindak pengendalian SPIP dan laporan 

pelaksanaannya untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Bupati melalui 

lnspektorat sebagai suatu kewajiban

Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka 

implementasi manaiemen risiko.

Menyusun dokumen SPIP dengan entri 

pada aplikasi Polar.sidoarjokab.go.id

Keterisian data SPIP 

pada aplikasi 

Polar.sidoarjokab.go.i

d 

Triwulan I  Sudah dilaksanakan entri 

data SPIP pada 

Polar.sidoarjokab.go.id 

https://drive.google.c

om/file/d/1bmEuB4nj

WynFk_2Uxz3ZC10

LvEUf6rj3/view?usp

=sharing

IV EVALUASI AKUNTABILITAS 

KINERJA INTERNAL

a Meningkatkan kualitas evaluasi internal 

pada tribulan selanjutnya atas program dan 

kegiatan dengan penekanan pada progress 

capaian langkah-langkah kongkrit sebagai 

tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi 

triwulan - triwulan sebelumnya.

Melaksanakan Evaluasi Internal 

Triwulanan dengan ruang lingkup 

Monev dan pengukuran kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Aksi serta Evaluasi 

IndikatorKinerja Individu tiap PNS 

(IKI) melalui aplikasi E Kinerja

1 dokumen Evaluasi 

Internal

TW 1 - TW 4 Tahun 

2023

Telah dilaksanakan 

Evaluasi Internal 

Triwulanan

https://drive.google.c

om/file/d/1wIMeuAN

rp4uCSKck8efWRqP

6ZfYcyk0W/view?us

p=sharing

b Segera dilakukan reviu atas laporan 

akuntabilitas kinerja OPD jehingga

pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi 

optimal, yaitu meliputi :

Melaksanakan point-point dalam 

rekomendasi dimaksud guna penguatan 

akuntabilitas kinerja

Terlaksana dan 

terpenuhi  point-point 

dalam rekomendasi 

Tahun anggaran 2023 -

-

1. Rekomendasi atas hasil-hasil erraluasi 

belum sepenuhnya ditindaklanjuti

2. Peningkatan implementasi SAKIP 

dengan melaksanakan tindak laniut

hasil evaluasi belum dilakukan

3. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan 

untuk perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja

4. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan 

dalam mendukung efektifitas dan

efisiensi kinerja.



Sidoarjo,                      2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo

Drs. IMAM MUKRI AFANDY, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196702241988091001



I. IInnoovvaassii  TTaahhuunn  22002233    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





J. BBuukkttii  DDuukkuunngg  PPeenngguukkuurraann  KKiinneerrjjaa  SSeettiiaapp  IInnddiikkaattoorr  KKiinneerrjjaa  

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1F0mNSa-

_PgquELDubjHD8mG5wA5c-rhQ?usp=sharing 
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